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Abstrak
 

Dalam sistem kepartaian sebagaimana yang diatur dalam IJndang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang

Partai Politik, telah terdapat 268 (dua ratus enam puluh delapan) partai politik, dan 24 (dua puluh empat) di

antaranya telah berhasil ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2004. Banyaknya partai politik yang telah

berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah.

Sebagian masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan oleh partai

politik yang ada sekarang, dan partai-partai politik itu juga masih terlalu menyibukkan did dengan isu-isu

"perebutan kursi kekuasaan di pusat" saja. Akibatnya, timbul kekecewaan pada diri masyarakat daerah

terhadap partai politik. Kekecewaan masyarakat daerah itu pada perkembangan selanjutnya dapat

mendorong timbulnya upaya untuk mendirikan partai politik lokal.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan partai politik lokaI, yaitu

mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik lokal di Indonesia, dan kedudukan partai

politik lokal dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum

normatif. Dalam hukum positif di Indonesia, setidaknya terdapat beberapa produk hukum yang dapat

dijadikan dasar untuk menganalisis keberadaan partai politik lokal, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dari penelitian ini terungkap beberapa hal yang menjadi faktor pendorong timbuinya partai politik lokal,

antara lain, adalah berkaitan dengan masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia masyarakat daerah, baik

hak ekonomi maupun politik, serta ketidakmampuan partai politik nasional dalam memperjuangkan

kebutuhan masyarakat daerah. Terhadap isu partai politik lokal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

masih belum mengatumya secara jelas, sedangkan untuk di Aceh, keberadaan partai politik lokal sudah

mempunyai dasar hukum yang lebih rinci, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007.
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